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A. Latar Belakang

Bank BRI Cabang Medan Thamrin sebagai salah satu unit layanan bank besar di Kota
Medan menjalankan sejumlah kebijakan internal dan eksternal terkait pengelolaan rekening
nasabah, termasuk kebijakan pembekuan rekening yang dianggap “dormant” atau tidak aktif.
Kebijakan ini memiliki dasar operasional yang kuat, namun perlu dikaji lebih dalam dari
perspektif hukum perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Permasalah yang
muncul adalah dasar hukum dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur kebijakan pembekuan rekening dormant
dalam konteks perlindungan konsumen perbankan.!

Secara normatif Undang Undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan bahwa
setiap pengendali data, termasuk bank, wajib menjamin keamanan dan integritas data pribadi
yang dikelola, serta memastikan adanya persetujuan eksplisit sebelum pemrosesan atau
pembekuan data dilakukan.? Namun dalam praktiknya, bank sering menghadapi dilema antara
efisiensi operasional dan kewajiban hukum terhadap hak-hak nasabah, terutama ketika rekening
sudah lama tidak aktif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menafsirkan secara lebih
konkret hubungan antara kebijakan internal bank dan ketentuan Undang Undang Perlindungan
Data Pribadi agar tidak menimbulkan konflik antara efisiensi dan perlindungan hukum nasabah.

Selanjutnya konflik permasalahan yang dihadapi nasabah dalam penerapan kebijakan
pembekuan rekening dormant, khususnya terkait keterbukaan informasi dan perlindungan hukum
atas data pribadi dalam praktiknya banyak nasabah tidak menerima pemberitahuan yang cukup
sebelum rekening mereka dibekukan dan sebagian besar tidak memahami prosedur reaktivasi
atau penghapusan data pribadi mereka setelah status dormant diterapkan.’

Kondisi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan prosedur dalam menjalankan
implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Tahun 1999 yang menegaskan hak nasabah untuk memperoleh
informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kurangnya sosialisasi serta tidak adanya standar baku
mengenai mekanisme pemberitahuan membuat nasabah berada dalam posisi yang rentan
terhadap potensi pelanggaran privasi.* Dalam konteks ini muncul kebutuhan yang terintegrasi
akan sistem pemberitahuan proaktif dan mekanisme persetujuan ulang yang dapat menjamin hak
nasabah sekaligus menjaga kepatuhan bank terhadap hukum perlindungan data pribadi.

Berkaitan dengan integrasi antara kerangka hukum dan praktik kebijakan pembekuan rekening
dormant dalam rangka membentuk solusi hukum yang adil dan sejalan dengan prinsip
perlindungan konsumen serta data pribadi. Integrasi ini menuntut adanya sinergi antara Undang-
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Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam tataran
implementasi. Kebijakan pembekuan rekening seharusnya tidak hanya dipandang sebagai
instrumen administratif, tetapi juga sebagai kebijakan hukum yang berdampak langsung pada
hak konstitusional konsumen atas privasi dan keamanan data.’> Secara umum, keuangan digital
dipahami sebagai perpanjangan dari ekonomi digital ke dalam sektor keuangan yang
mentransformasi cara aktivitas keuangan dijalankan dan disalurkan dengan memanfaatkan
teknologi digital seperti internet, big data, kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan
blockchain. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan penyediaan berbagai layanan
keuangan © antara lain transfer dana, penyelesaian transaksi, pembayaran, penjualan produk
keuangan melalui agen, pinjaman skala kecil, kartu kredit, serta layanan keuangan lainnya.
Keuangan digital mencakup proses digitalisasi produk, transaksi, dan layanan keuangan’, serta
memiliki keunggulan khas berupa kemudahan, kecepatan, dan biaya yang relatif rendah®. Seiring
dengan konvergensi antara internet, teknologi digital, dan layanan keuangan, keuangan digital
mencakup beragam bentuk layanan, termasuk keuangan berbasis internet, platform keuangan
pihak ketiga, perbankan daring, dan berbagai layanan sejenis lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi bagaimana Bank
BRI Medan Thamrin dapat membangun model kebijakan pembekuan rekening dormant yang
lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen serta data
pribadi.

Secara nasional, perkembangan digitalisasi layanan perbankan dan keuangan di Indonesia
telah berlangsung dengan cepat, menciptakan tekanan dan tantangan baru dalam pengelolaan
rekening nasabah. Misalnya, laporan Sword of digital Bank menunjukkan bahwa pada tahun
2023 nilai transaksi perbankan digital di Indonesia mencapai Rp 58.478,24 triliun, meningkat
sekitar 13,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.’ Hal ini menunjuk ada perubahan besar
dalam perilaku nasabah dan pengoperasian bank secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih spesifik terkait rekening tidak aktif atau dormant, terdapat data bahwa
institusi pengawas keuangan nasional yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) telah melakukan pembekuan sementara atas puluhan ribu rekening bank yang tidak
aktif atau diduga disalahgunakan dalam tahun 2024.!° Dengan data dari 28.000 rekening bank
dibekukan karena terkait aktivitas kejahatan seperti judi daring (judi online), penipuan, atau
penampungan transaksi narkotika yang menunjukkan bahwa fenomena rekening dormant bukan
hanya masalah internal bank tetapi juga berkaitan dengan risiko sistemik di sektor keuangan.'!
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